
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proplnsl Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Vang Beraih dan Bebas dari Korupsi. 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 385 11; 

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 93 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Millk 
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan yang clibiayai dengan 
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya(RKAP) 
PERUMDA Air Minu.m Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat tepat 
waktu, tepat mum, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat 
manfaat, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Mlnum Tirta 
Jungporo Kabupaten Jepara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud huruf a 
dan huruf b, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Urnurn 
Daerab Air Minum Tirta Jungporo .Kabupaten Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

PEDOMAN PElLAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PERUSAHAAN UMOM DAERAH ArR MTNUM 

TIRTA JUNO PORO KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 23 TARUN 2019 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JA WA TENGAH 

TENT ANO 



3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor 4286J, 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 rentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemerlksaan PengeJolaan dan Tangguog jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor I 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik fndonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tabun !2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republlk lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nornor 23 Ta.hun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 55871 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah [Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang 
Badan Usaha Milik Daerab ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomer 305, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomer 6173); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor I 6 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 21 Tahnn 2011 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
l. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Pengadaaa Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa oleh PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo yang 
dibiayai oleh RKAP yang prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo 
Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Peru.mda adalah 
Sadan Usaha Milik Daerab yang seluruh Modalnya dimiliki 
Daerah. 

3. Pengguna Anggaran yang selanjucnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegaog kewenangan penggunaan anggaran 
Perumda 

4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan RKAP yang 
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh 
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagiankewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaraa. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan RKAP yang 
selanjutoya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direkrur. 

5 Pejabal Pembuat Komitmen yang selanjui:nya disingkat PPK 
adalah peJa.bat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 

Pasal l 

BAB I 
KETE:NTUAN UMUM 

PERATIJRAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADMN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 
MINUM TIRTA JUNOPORO KJ\BUPATEN JEPJ\RJ\ 

tenrang Perubahan Kedua Aras Peraruran Menten Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 
2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air 
Min um; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor l l Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tenlang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor I l Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Namer 10); 

16. Peraturan Daerah KabupatenJepara Nmoor 12 Tahun 2018 
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Jungporo Kabupaten Jepara( Lembaran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 2018 Namer 12, Tambahan Lembaraa 
Daerah Kabupaten Jepara Namer 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



21. 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

mengambil keputusa.n dan/atBu melakukan tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran PERUMDA Air 
Minum Tina Jungporo. 

7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjumya 
dismgkar UKPBJ adaJah unit kerja di Pernerintah Daerah yang 
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Kelompok Kerja Pemilihan yang seJanjutnya disebut Pokja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh 
pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihanPenyedla. 

9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
F'ungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atauE-purchasing. 
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 
PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 
fuagsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi 
hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat 
PPRP adalah tim yang bertugas memeriksa adrninistrasi hasil 
pekerjaan Pengadaan Bara.ng/Jasa. 
Agen Peagadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan 
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah 
sebagai pihak pernberi pekerjaan. 
Penyelenggara Swakelola adalab Tim yangmenyelenggarakan 
kegiatan secara Swakelola. 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional 
yang diberi rugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
Rencana Umurn Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkai RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa 
yang akan dilaksanakan oleb PERUMDA Air Minum Tirta 
Jungporo. 
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar 
elektrooik yang disediakan untuk memenuhi 
keburuhanbarang/jasa pemerintah. 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 
pengelolaan teknologi informasi untuk mem.fasilitasi 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, 
Satuan Pengawas lntemal yang selanjutnya disingkat SPI 
adalah aparat yang melakukan pengawasan rnelalui audit, 
revieu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perusahaan. 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya 
disebui Swakelola adalah cara memperolehbarang/jasa yang 
clikerjakanseadiri olehPERUMDA Afr Minum 'l'irta.Jungporo. 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cam 
mernperoleh barang/ jasa yang disediakan oleh Pclaku Usaha:. 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum rnaupun bukan 
badan hukum yang didlrikan clan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia. baik sendin maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggara.kan kegia.tan usaha da)am berbagai 
bidang ekonomi. 



22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakanbarang/jasa 
berdasarkan konaak. 

23. Barang adalab setiap benda baik berwujud maupun tidak 
benvujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
dJperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh Pengguna Barang. 

24. Pekerjaan Konstruksi adalab keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pcmbangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pernbongkaran, dan pernbangunan kernbalt 
suatu bangunan. 

25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutubkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilrnuan 
yang mengutamakan adanya olah pikir. 

26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansl atau jasa 
yangmembutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 
keterampilan dalarn suatu sistern tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga barang/jasa yang clitetapkan olehPPK. 

28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 
dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 
inJormasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 
suatu asumsi dan/atau hiporesis clibidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 
kemajuan Umupengetahuan dan/atau teknologi. 

29. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E­ 
pu.rchasing adalah. tata cara pembelian barang/jasa melalui 
sistem katalog elektronik. 

30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyeclia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, 

31. Seleksi adalah rnetode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

32. Tender /Seleksi Internasional adalah pemilihan 
Penyediaflarang/-Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal 
dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 

33. Penunjul<an Langsung adalah metode pernilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan.Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

34. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan KonstrUksi/Jasa 
Lainnya adalab metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedla Barang/Pekerjaan Konsrruksi/Jasa Lainnya yang 
bem!laJ paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

35. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode 
pernilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi 
yang bemilai paling banyak Rpl00.000.000.00 (seratus juta 
rupiah). 

36. £.reverse Auction adalah metode penawaran harga secara 
berulang. 

37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleb 
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang 
memual informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para 
plbak da)am pemiliban Penyedia. 



Ruang lingkup Peraturan Bupatl ini mellputi. 
a. pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda yang 

menggunakan anggaran belanja dari Perumda; 
b. pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja 

dari Perumda sebagaimana dlmaksud pada huruf a, termasuk 
Pengadaan Ba.rang/Jasa yang sebagian arau seluruh dananya 
bersumber dari hibab dan/atau Pcnyertaan Modal Daerah. 

38. l<ontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjumya disebur 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK 
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

39. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usah.a perorangan yang memenuhi krit.eria 
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
centang Usaha Mikro, Kecil, danMeneogab. 

40. Usaha Kecil adalah usaha ekonoml produktif yang bercllri 
sendiri dan dilalcukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, clikuasai atau menjadi 
bagian bailc langsung maupun tidak langsung dari Usaha 
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 
Kecil sebagaimana climaksud dalam Undang-Undang tentang 
Usaha Mik:ro, Kecil, danMenengah. 

41. Usaha Menengah adalab usaha ekonorni produktif yang 
bercliri sendlri, yang dilakukan oleh orang peroraogan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian bailc langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 
Kecil atau Usaha Besar dengan jumJah kekayaan bersih atau 
has!J penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang­ 
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengab. 

42. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalab 
jarninan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjarninan/Perusahaan Asuransi 
/Lembaga khusus yang menjalankan usaha dl bidang 
pembiayaan, penjamlnan, dan asuransi. 

43. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada 
peserta pernilihan/Penyedia berupa larangan rnengikuti 
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembags/Perangkat Daerab dalam jangka 
wakru tertentu. 

44. Pengadaan Berkelanjutan adaJab Pengadaan Barang/Jasa 
yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang 
menguntungk:an secara ekonomis tidak banya untuk 
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai 
penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan 
mengurangi dampak negatlf terhadap llngkungan dalam 
keseJuruhan siklus penggunaannya. 

45. Konsolrdasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi 
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa 
paket PengadaanBarang/Jasa sejenis. 

46. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 
kebendak para pihak dalam kontra.k dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang 
ditentukan dalam kontrak mcnjadi tidak dapat dipenuhi. 

Pasal 2 
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Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan 

Barang/ J asa; 
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih 

transparan.terbuka, dan kompetitif; 
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan surnber daya 

manusia Pengadaan Barang/Jasa; 
d. roengerobangkan Banorketplace Pengadaan Barang/ Jasa; 
e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

transaksi elektronik: 
f. roendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan 

Standar Nasional Indonesia (SNTJ; 
g. memberi.kan kesempatan kepada Usaha Mikro. Osaba KeciL 

dan Usaha Menengah; 
h. mendorong pelaksanaan penelitian dao industri k:reatif;dan 

Baglan Kedua 
Kebljakan Pen.gadaan Barang/Jasa 

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, d.iu.kur dari aspek kualitas, jumlah.waktu, 
biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 
c. meningkarkan peran serta Usaba Milcro, Usaba Kecil, dan 

Usaba Menengah; 
d. rneningkatkan peran pelaku usaha nasional; 
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pernanfaatan 

barang/jasa hasll penelitian; 
r. roeningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 
g. mendorong pemerataan ekonomi; dan 
h, mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

BABll 
TUJUAN, KEB.IJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

[I] Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupan ini rnehpun : 
a.Barang; 
b. Pekerjaan Knnstruksi; 
c. Jasa Konsultansi; dan 
d. Jasa Lainnya, 

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (I) 
dapat d.ilaku kao secara rerintegrasi, 

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayar (l) 
dilaksanakan dengan cara: 
a. Swakelola; dan/atau 
b. Penyedia, 

Pasal 3 

Pasal 5 



(J) Semua pihak yang terllbat dalam Pengadaan Barang/Jasa 
mematuhi etika sebagal berikut: 
a. mela.ksanakan rugas secara tertib, disertai rasa 

tanggungjawab untuk mencapai sasaran,kelancaran, dan 
ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan rnenjaga 
kerahasiaan lnforrnasi yang menurut sifatnya harus 
dirahasJakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan 
Barang/ J asa; 

c. tidak saling mempengaru.hi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan terlulis 
pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadin.ya pertentangan 
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung 
rnaupun tidak langsung, yang berakibat persaingan 
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa; 

r. menghindari dan mencegah pemborosan dankebocoran 
keuangan negara: 

g. menghindari dan mencegab penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kolusi; dan 

b. adak menerima, tidak menawarkan, atau tidak 
menjanjikan untuk memberi atau menerima 

Pasal 7 

Bagian Keempat 
Etika Pengadaan Barang/ Jasa 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 
a. efisien dan efektif 

pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
rnenggunakan dana yang minimum untuk mencapa.i 
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk 
rnencapa.i hasil dan sasaran dengan kualitas yang 
maksimal; 

b. transparan dan terbuka 
adanya kepercayaan timbal ballk antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyedia informasi dan jaminan 
kemudahan dalam rnerrrperoleh informasi yang akurat 
dan rnernadal/informasi kebijakan publlk yang 
menyangkut kepenti.ngan orang banyak mudab diakses 
dan terbuka bagi masyarakat; 

c. aku ntabllitas 
pengambil keputusan dalarn segala bidang yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas 
,bertanggungjawab terhadap apa yang telah diputuskan. 

Bagian Ketiga 
Prinsfp Pengadaan Barang/Jasa 

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan 

Paaal 6 



Pasal 9 

Bagian Kedua 
Pengguna Anggaran 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa rerdiri atas: 
a. PA; 
b. KPA; 
c. PPK; 
d. Pejabac Pengadaan; 
e. Pokja Pemllihan; 
f. Agen Pengadaan; 
g. PjPHP/PPHP; 
h. Penyelenggara Swakelola; dan 
i. Penyedia. 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Pelaku Pe.ngadaan Barang/Jasa 

BABm 
PELA.KU PENGADAAN BARANG/JASA 

hadiah.imbalan, komisi, rabat, dao apa saja dan atau 
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga 
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayac ( l) buruf e, dalam bal: 
a. Direksi. Dewan Komisaris, atau personel inti pada suaru 

badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan 
Kornisaris, atau personel inti pada baden usaha lain yang 
mengikuti Tender/Seleksi yang sama; 

b kcnsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan 
Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaao 
l<onstruksi yang direncaoakaonya/diawasinya, kecuali 
dalam pelaksanaan peogadaao pekerjaan terintegrasi; 

c. konsultan manajemen konstruksi berperao sebagai 
konsultan perencana; 

d. PPK/Poltja PemllihanyPejabai Pengadaan baik langsung 
maupun tidak laogsung mengendalikan atau 
menjalankan badan usaha Penyedia;dan/atau 

e. beberapa badao usaha yang mengikuti Tender/Seleksi 
yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak 
langsung oleh pihak yang same, dan/atau kepemilikan 
sahamnya lebih dari S0°A> [lima puluh persen] dikuasai 
oleh pemegaog saham yang sama. 

PA sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 8 hu.ruI a memiliki 
tugas dan kewenangan: 
a melakukan tiodakao yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas 

anggaran belaojayang telah ditetapkan: 
c. menetapkan pereneanaan peogadaao; 
d menetapkan dan mengumumkan RUP; 

I 



(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memlliki tugas: 
a. menyusun perencanaan pengadaan; 
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan 

Kerja(KAKJ; 
c. menetapkao rancangan kootrak; 
d. menerapkan HPS: 

Pasal 11 

Bagian Keempat 
Pejabat Pembuat Komitmen 

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan 
pendelegasian sesuai dengan pelimpaban dari PA. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1). 
KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta 
Tender Pekerjaan Konstruksi, 

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan 
kewenangan sebagaimana d!maksud pada ayat (l) yang 
terkait dengan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja; dan/atau 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak Jain dalam batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan, 
(4) KPA dapat dlbantu oleh Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa. 
(5) Dalam bal tidak ada personel yang dapat drtunjuk 

sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 

Baglan Ketiga 
Kuasa Pengguna Anggaran 

f menetapkan Penunjukan Langsung unruk 
Tender/SelekS1 ulang gaga]; 

g. menetapkan PPK.; 
h. menetapkan Pejabat Pengaclaan; 
i. menetapkan PjPHP/PPHP; 
j. rnenetapkan Penyelenggara Swakelola; 
k, menetapkan titn teknis; 
I. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan 

rnelalui Sayembara/Kontes; 
rn, menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal.dan 
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk 

metode pemilihan: 
l . 'render/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk 

paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedlkit di 
atas Rp I 00.000.000.000,00 [seratus millar 
rupiah);acau 

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 
Anggaran paling sedikit di ar.as Rpl0.000.000.000,00 
(sepuluh mlliar rupiah). 
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(1) Pokja Perniliban rlAIAm Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 huruf e memillki 
tu gas: 

Bagian Keenam 
Kelompok Kerja Pemilihan 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud da!am Pasal 8 huruf d memiliki 
tu gas: 
a melaksanakao persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan. Penunjukan 

Langsung unruk pengadaao Barang/Pekerjaao 
Konstruksl/Jasa Laiooya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang 
bemilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus 
jutarupiahJ: dan 

d. melaksanakan Frpurcliasing yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus jut.a rupiah). 
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Bagian Kelima 
Pejabat Pengadaa.n 

e. menet:apkao besaran uang muka yang akan dibayarkan 
kepada Penyedia; 

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan: 
g. menetapkan run pendukung; 
h. menetapkan run atau tenaga ahli, 
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah); 
j. rnenetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
k. mengendalikao Kontrak: 
I. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/KPA; 
m. menyerab.kan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 

dokumenpelaksaoaao kegiatao; dan 
o. menilai kinerja Peoyedia. 

(2) Selain melaksanakao tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan 
kewenangan dari PA/KPA, meliputi: 
a. melakukan tindakao yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belaoja; dan 
b. mengadakao dao rnenetapkan perjaojiao dengan pihak 

lain dalam batas anggaran belanja yang telah 
di tetapkan, 

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleb Pengelola Pengadaao 
Baraog/Jasa. 

Pasal 13 
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(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 
memiliki rugas memeriksa aclministrasi hasil pekerjaan 
pengadaao Barang/Pekerjaan Konstru.ksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 
memiHki tugas memeriksa administrasi haail pekerjaan 
pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya 
yang bemilai paling seclikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 
ratus jute rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
sedikit di atas Rpl00.000.000,00 [seraruajuta rupiah). 

Bagian Kedelapan 
Pejabat/Panltia Pemedksa Basil Pekerjaan 

Pasal 16 

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (J) mutatis mutandis dengan tugas Polcja 
Pemilihan dan/atau PPK. 

(3) Pclaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur 
dengan Peraruran Direktur. 

Baglan Ketujuh 
Agen Pengadaan 

a. melaksanakan persiapan clan pelaksanaan pemilihan 
Penyedia. 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksaoaan pemilihan 
Penyedia unruk katalog elektronik; clan 

c. menetapkan pemenang peroillban/Penyedm untuk 
metode pemtlihan: 
1. Tender/Penunjukan La.ngsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konsrruksi/Jasa Lainnya dengan 
nilai Pagu Anggaran paling banyak 
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 
Anggaran paling ban yak- Rp I 0.000.000.000.00 
(sepu]uh miliar rupiah). 

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) 
beranggotakan 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas 
pernilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang 
berjumlah gasal. 

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim a tau tenaga ahli. 
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( I) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi 
kebutuhan,penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan 
anggaran Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersu.mber dari 
RKAP clila.kukan Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAP ) 

(3) Perencanaan pengadaan terdiri atas: 
a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau 
b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

(4) Perencanaan pengadaan rnelalui Swakelola melipu:ti: 
a. penetapan tipe Swakelola; 
b. penyusunan spesi6kasi teknis/KAK; dan 
c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Aliggaran Biaya 

(RAB). 
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Bag;lan Kesatu 
Perencanaan Pengadaan 

BAB IV 
PERENCANAANPENGADAAN 

(I) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I 
wajib rnemenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa 
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab ar.as: 
a. pelaksanaan Kontrak: 
b. kualitas barang/jasa; 
c, ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 
d. ketepatan waktu penyerahan: dan 
e. ketepatan tempat penyerahan. 

Bagian Kesepulu.h 
Penyedia 

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim 
Pelaksana,dan/atau Tim Pengawas. 

(2) Tim Peraiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana 
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 

(3) Tim Pelaksana memiliki rugas melaksanakan, 
mencatat,mengcvaluasi, dan melaporkan secara berkala 
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

{4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan 
danpelaksanaan Iisik rnaupun administrasl Swakelola. 

Pasal 16 

Bag,lan Kesembilan 
Penyelenggara Swakelola 
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(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan 
berorientasi pada: 
a. keluaran atau hasil: 
b. volume barang/jasa; 
c. ketersediaan barang/jasa; 
d. kemampuan Pelaku Usaha: dan/atau 
e. ketersediaan anggarao belanja. 

(21 Dalam melakukan pemaketan Pengadaao Barang/Jasa, 
dilarang: 
a. menyatukan atau memusatkan beberapa pa.ket 

Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa 
lokasi/daerab. yang menurut sifat pekerjaao dan tingkat 
efisiensinya seharusnya dilakukan dibeberapa 
lokasi/daerah masing-masiog; 

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/ Jasa 
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus 
dipisablam; 
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Bagian Ketiga 
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 

(l) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 
a. menggunakan produk dalarn negeri; 
b.menggunakan produk bersertifikat SNl; dan 
c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dlrnungkinkan 
penyebutan merek terhadap: 
a. komponen barang/jasa: 
b. suku cadang; 
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; 
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau 
e. barang/jasa pada Tender Cepat. 

(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat 
SNI sebagaimana dlmaksud pada ayat (l)huruf b dilakukan 
sepaojang tersedia dan tercukupL 

Bagian Kedua 
Spesifika.si Teknls/Kerangka Acuan Kerja 

(SJ Swakelola sebagarmana dimaksud pada ayat (31 huruf a 
adalah Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan. dan 
diawasi oleh Perumda Air Miaum Tirto Jungporo. 

(6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia mehpuu: 
a. penyusunan speaifikaai Leknis/KAK: 
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; 
c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; 
d. Konsolidasi PengadaanBarang/Jasa; dan 
e. penyusunan biaya pendukung. 

(7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dimuat da1am RUP. 
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(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa rnelalui Swakelola 
meliputi -pcnetapan sasaran, Penyeleoggara Swakelola 
rencana kegiatan,jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleb PA/KPA. 

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA. 
(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) 

ditetapkan oleh PPK deogan memperhitungkan tenaga 
ahli/peralaran/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan 
Kontrak tersendiri. 
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Bagian Kesatu 
Persiapan Swakelola 

(1) Pengumuman RUP Perumda Air Minum Tirto Jungporo 
dilakukan setelah penetapan alokasi Rl<AP. 

12) Pengumuman RUP Perumda Air Minum Tirto Jungporo 
dilakukan setelah Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Biaya (RKAP) disetujui Bupati. 

(3) Pengumurnan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem lnformasl 
Reocana Umum Peogadaan (SIRUP). 

(4) Pengumuman RUP melalui Sistem lnformasi Rencana 
Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Pernerintah 
Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, 
surat kabar,dan/atau media lainnya. 

(5) Pengumuman RUP dilakukan kembali daJam haJ terdapat. 
perubahan/revisi paket peogadaan atau Daftar lsiao 
Pelaksanaan Anggaran (RI<AP). 

BABV 
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Baglan Kelima 
Pengumurnan Rencana Umum Pengadaan 

( l) Konsolidasi Pengadaan Barang/ J asa d.ilakukan pad a 
tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan 
pernilihan Penyedia. 

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 
PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ. 

Paaal 21 

Bagian Keempat 
KonaoUdasi Pengadaan Barang]Jasa 

c. menyarukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 
yang besaran nilamya seharusnya dilakukan oleh usaha 
kecil, dan / atau 

d.memecab Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 
paket dengan maksud rnenghindari Teoder/Seleksi. 
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(l) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak 
langsung (overhead cost). 

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 
(4) Total HPS merupakan basil perbitungan HPS ditambab 

Pajak Pertambaban Nllai (PPNJ. 
(5) HPS digunakan sebagai: 

a. alai unruk menilai kewajaran harga penawaran 
dan/atau kewajaran harga satuan; 

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 
yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Koostruksi/Jasa l.ainoya; dan 

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan 
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 
800/o (delapan pulub persen) dari nilai HPS. 

(61 HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian 
Daerah. 

(71 Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa. dengan Pagu Anggaran paling banyak 
Rpl 0.000.000,00 [sepuluh juta rupiah), E-p1Jrchasing1 

danTender pekerjaan terintegrasi. 
(8) Penetapan 1;PS paling lama 28 (dua puluh delapan] harl 

kerja sebelum batas akhir untu.k: 
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan 

pascakualifikasi: atau 
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Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melaJui Penyedia oleb PPK 
meliputi kegiatan: 
a. menetapkan HPS; 
b. menetapkan rancangan kontrak; 
c. meneta.pkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau 
d.menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan 

peJaksanaan, jarninan pemelibaraaa, sertifikat garansi, 
dan/ atau penyesuaian harga. 
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Bagian Kedua 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 

Biaya Pengadaan Baraog/Jasa melalui Swakelola dlhltung 
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola 

(5} Tenaga ahh sebagairnana dimaksud pada ayar (41 hanya 
dapac digunakan daJam pelaksanaan Swakelola ope J dan 
jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihl 50°/o [llma puluh 
persen) darijumlah anggota Tim Pelaksana. 

(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
SwakeJoJa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) 
dituangkan daJam KAK kegiatan/subkegiatan/output. 
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(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pel<erjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a.Lumsum; 
b. Harga Satuan; 
c. Gabungan Lumsum dan l-larga Saruan; 
d. Terima Jadi (Turnkey); dan 
e. Kontrak Payung. 

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 
a. Lumsum: 
b. Waktu Penugasan; dan 
c. Kontrak Payung. 

(3) Kontrak Lurnsum sebagaimana dimaksud pada ayat (I} 
huruf a dan ayat (2) huruf a rnerupakan kontrak dengan 
ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan 
tetap dalam batas wak±u tertentu, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 
b. berorientasi kepada keluaran; dan 
c. pernbayaran didasarkan pada tabapan produk/keluaran 

yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. 
(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan 
.Barang/Pekerjaan Kcnstruksi/dasa Lalnnya dengan harga 
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsure 
pekerjaan dengan spesifikasi teknis ten:enru atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang 
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat 

perk:iraan pada saat Kontrak ditandatangani; 
b. pembayaran berdasarkan basil pengukuran Bersama 

atas .realisasi volume pekerjaan; dan 
c. nilai akhir kontrak dltetapkan setelah seluruh pekerjaan 

cLiselesaikan. 
(5) l<ontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya gabungan Lurnsum dan Harga Saruan dalam 1 
[satu] pekerjaan yang diperjanji.kan. 

(6) Kontrak Terirna Jadl (Turnkey) sebagaimana dimaksud 
pada ayat. (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan 
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a.jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan 

selesai dilaksanakan; dan 
b. pembayaran dapat, dllakukan berdasarkan termln 

sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 
(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf e dan ayar (2) huruf c dapat berupa kontrak harga 
satuan dalam periode waktu tertentu unwk barang/jasa 
yang belum dapat. ditenru.ka:n volume dan/amu waktu 

b. pe:masukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan 
dengan prakuallfikasi, 
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( 1) Bentu.k Kontrak tercliri atas: 
a. bukti pembelian/pembayaran; 
b. kuitansi; 
c. Surat Perintah Kerja (SPKJ; 
d, surat perjanjian; dan 
e. surat pesaoao. 

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana climaksud 
pada ayat ll) huruf a digunakan untuk Pengadaao 
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Kuitansi sebagaimana diroaksud pada ayat (!j huruf b 
cligunakan u.ntuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 
dengan nilai paling banyak RpS0.000.000.00 (lima puluh 
juta rupiah]. 

(4) SPK sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c 
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
n!lai paling banyak Rpl00.000.000,00 [seratus juta 
rupiah), Pengadaan Barang/Jasa f.aianya dengan nilai 
paling sedikit di atas RpS0.000.000,00 [lirna pulub juta 
rupiah) sa.mpai dengan nilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konsl:ruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit 
cliatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
untuk Pengadaan Jasa. Konsultansi dengan nilai paling 
sedikit diatas Rpl 00.000.000,00 [seratus juta rupiah). 

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui £­ 
purchasing atau pembelian rnelalui toko daring. 

(8) Kootrak berdasarkan \Vaktu Penugasao sebagaimana 
diroaksud pada ayat (21 huruf b merupakan Kontrak Jasa 
Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya 
belum bisa clidelioisikan dengan rinci dan/atau waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum 
bisa clipastikao. 

(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang rnembebani lebih dari 1 (satu) Tahun 
Aoggaran clilakukan setelah mendapatkan persetujuan 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan, dapat berupa: 
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dad 12 (dua 

belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun 
Anggaran;atau 

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila 
clikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari J (satu) 
Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun 
Aoggaran. 
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( 1) J aminan Pengadaan Barang/ J asa terd.i:ri atas: 
a. JamJnan Penawaran: 
b. .Jaminan Saoggah Banding; 
c. Jaminan Pelaksaoaao; 
d. Jaminan Uang Muka; dan 
e. Jaminan Pemeliharaan. 

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf b haoya unruk pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi. 

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dapat 
berupa bank garansi atau surety bond. 

(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3Jbersifat: 
a. tidak bersyarat: 
b. mudah dicairkan; dan 
c. harus dicairkan oteh penerbit jaminan paling lambar 14 

(empat belas) hari kerja setelah surat perintah 
pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pibak yang diberi 
kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. 

(6) Pengadaan Jasa Konsultansi tidal< diperlukan Jarninan 
Penawaran, Jaminao Saoggah Banding, Jaroinao 
Pelaksanaan, dan Jamlnan Pemelibaraan. 

(6) Jaroioan dari Bank Umum, Perusahaan 
Penjamioan,Perusabaao Asuransi, lernbaga keuangan 
khusus yang roenjalankan usaha di bidang pembiayaao, 
penjaminan.dan asuransi unruk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dibidang lembaga pernbiayaan ekspor Indonesia 
dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. 

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusabaao Asuransi, dan 
lembaga keuangan khusus yang menjalaokan usaha 
dibidang pembiayaan, penjamioao, dan asuransi untuk 
mendorong ekspor Indonesia sesuai deogan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidaog Lembaga 
pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimaoa dimaksud 
pada ayat (61 adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang 
memiliki izio usaha dao pencatatan produk surerysfnp d1 
OtoritaS Jasa Keuangan. 

( 1) Uang muk.a dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaao 
pekerjaan. 

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. paling tinggi 30o/o (tiga puluh peraen] dari nilai kontrak 

untuk usaha kecil; 
b. paling tinggi 20o/o (dua puluh persen) dad nilai kontrak 

untuk usaha non-kecil dan Penyedia .lasa Konsultansi; 
a tau 

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak 
unruk Kontrak Tahun Jamak. 

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan 
kontrak yang terdapar dalam Dokurnen Pernilihan, 
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(I) Jam.inan Pelaksanaan sebaga:lrnana dimaksud daJam 
Pasal 30 ayat (l) huruf c diberlakukan untuk Kontrak 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konsrruksi/Jasa Laianya 
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 
ratusjuta rupiah). 

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagairnana dimaksud pada ayat 
( IJ tidak diperlukan, dalam hal: 
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia 

sudahdikuasai oleh Pengguna; atau 
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui £-purchasing. 

(3) Besaran nilai .Jaminan Pelaksaaaan adalah sebagai 
berikut: 
a. untuk nilai penawara.n terkoreksi antara 80% (delapan 

pulub persen) sampai dengan 100% (seratus persen) 
dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 
persen) dari nilal koatrak; atau 

b. untuk nilai penewaran terkoreksi di bawah 80% 
(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan 
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total 
HPS. 

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan 
terintegrasi adalah sebagai berikut: 
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh 

persen) sampai dengan 100% (seratuspersen) dari nilai 
Pagu Anggaran, Jamlnan Pelaksanaan sebesar 5o/o 
(Hrna persenJ dari nilai kontrak: atau 

b. untuk nilai penawaran dl bawah 80"/o ldelapan puluh 
persen) dari nilai. Pagu Anggaran, Jamjnan 
Pelaksa:neao sebesar 5°/o [hma persen) dan nilai Pagu . 
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(l) Jam.inan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (2) besarnya I% {satu persen] dari nilai total 
HPS. 

(2) Ontuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan 
Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (2) besamya 1 °/t, (satu persen] dari nilai 
PaguAnggaran. 

Pasal 32 
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Jamin an 
ayat (I) 
3% [tigs 

(1) Jaminan Penawaran sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (2) diberlakukan untuk nilal total HPS paling 
sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

(2) Jaminan Penawaran sebagalrnana dimaksud pada ayat (]) 
besarnya anta.ra lo/o (satu persen] hingga 3% (tiga persen] 
dari nilai total HPS. 

(3) Untuk Pckerjaan Konstruksi terintegrasi, 
Penawaran sebagaimana dimaksud pada 
besarnva antara t0/o (satu persen) hingga 
persenjdari ni1ai Pagu Anggaran. 



( I] Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan 

jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan 
Waktu Penugasan sesuai dengan ketenruan dan 
persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen 
Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemili.ban; 
dan 

b. cata cara penghitungan penyesuaian barga harus 
dicanturnkan dengan jelas dalam Dokumen Pemillhan 
dan/atau perubahan Dokumen Pemillhan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak. 

(2) Persyaratan dan tata cara pengh.itungan penyesuaian 
harga sebagaimaoa dimaksud pad a ayat (I) terdiri atas: 
a. penyesuaian harga. dlberlakukan pada Konuak Tahun 

Jamak yang masa pelaksaaaannya lebib dari 18 
(delapan belas) bulan: 
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(ll Sertifi.kat Garansi diberikan terhadap kelalkan 
penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai 
dengan ketentuan dalam Kontrak. 

(2) Sertifi.kat Garansi sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk 
secara sab oleh produsen, 
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(1) -Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan 
Kcnstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 
pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi 
pada serab terima pekerjaan pertama (Prouisitm.al 
HandOue,j. 

(2) Jaminan Pemeliharaan sebagai.mana dimaksud pada 
ayat( 1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah 
masa pemeliharaan selesai. 

[3) Besaran ni1al Jaminan Pemeliharaan sebesar 5o/o (lima 
persen) dari nilai kontrak. 
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(l) Jaminan Uang Muka sebagairnana climaksud dalam Pasal 
30 ayat (I) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK 
senilai uang muka. 

(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagai.mana climaksud pada 
ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional 
sesuai dengan sisa uang rnuka yang diterima. 

Pasal 34 

dengan 
Lainnya 

(5) Jamman Pelaksanaan berlaku sampai 
serahterima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
atauserah terima pertama Pekerjaan Konstruksi 



(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 
a. &purchasing: 
b. Pengadaan Langsung; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Tender Cepat: dan 
e. Tender; 

(2) E-purchasir1g sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf 
a clilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstn1ksi/Jasa Lainnya y,1ng sudah tercanrum dalarn 
katalog elektronik. 

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling banyak 
Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). 

(41 Penunjukan Langsuog sebagaimao.a dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
KonstrUksi/ Jass Lainnya dalam keadaan tertenru. 

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi: 
a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha 
yangmampu; 

b. pekerjaan prasarana, sarans, dan utilitas umum. di 
liogkungan perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasflan Rendab rang clilaksanakan oleh 
pengembangyang bersangkutan; 

c Barang/Pekerjaan Konstruksr/clasa Lainnya yang 
spesilik dan hanya dapat dilaksanakan oleb pemegang 
hoLr n-o+~ otutt nthn\, ,~nD" t'PlAh mpn,i~~t i-rin riAri 

b. penyesualan harga sebagaunana dimaksud pada 
buruf a diberlakukan mulai blllan ke-13 (tiga 
belas)seja.k pelaksanaan pekerjaan; 

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 
kegiatan/mata pembayaran, kPCJ1ali kompo.nen 
keuntungan, biaya tidak langsung (ouerhead costj,dan 
barga satuan timpang sebagaimana tercanturn dalarn 
penawaran; 

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan yang rercantum dalam 
Kontrak; 

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan 
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks 
penyesuaiaa harga dari negara asal barang tersebut; 

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru 
sebagai akibat adanya adenda.m kontrak dapat 
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 
(tigabelas) sejak adendum kontrak tersebut 
ditandatangani; dan 

g, indeks yang cligunakan clalam bal pelaksanaan 
Kontrak terlambar disebabkan olch kesalahan 
Penyedia adalab indeks terendah aatara jadwal 
kontrak clan realisasi pekerjaan. 
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(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam 
pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya dilakukan dengan: 
a. l ( satu) file; 
b. 2 (dua) file; atau 
c. 2 (dua) tahap. 

(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/clasa Lairmya J!'lng 
menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, 

(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainoya yang 
memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. 

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa l.aiooya yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan 

pas ti; 
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(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konsrruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a Sistem Nilai; 
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonom.is: atau 
c. Harga Terendah. 

(2) Metode evaluasi Sistem Nilal diguoakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
memperhirungkan penilaian teknis clan harga. 

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Sela.ma Urour Ekonomis 
digunakan untuk Pengadaan Ba.rang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang rnemperhitungkan faktor 
umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya 
perneliharaan. dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi 
tertentu. 

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstrukal/dasa Lainnya 
dalam hal harga menjacli dasar penetapan pemenang di 
antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, 

pemegang hak paten, atan pihak rang menjadi 
pemenang tender unruk mendapatkan izin dan 
pemerintah, atau 

d. Barang/Pekerjaan Konsu-uksi/Jasa Lainnya yang 
setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagaJan. 

(6) Tender Cepat sebagaimana dlmaksud pada ayat ( l) h uruf 
d dilaksanakan dalam hal: 
a. spesifi.kasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 

dltentukan secara rlnci; dan 
b, Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

lnformasi Kinerja Penyedia. 
(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI e 

dilaksanakan dalam bal tidak dapat menggunakan 
metode pernilihan Penyedia sebagairnana dimaksud pada 
ayat(l) hurufasampai dengan hurufd. 
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(I) Metode evaluasi penawaran Penyeclia Jasa Konsulcansi 
dilakukan dengan: 
a. Kualitas dan Biaya; 
b. Kualitas; 
c. Pagu Anggaran; atau 
d. Bia.ya Te·endah. 

(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk 
pekerjaan yang ruang Iingkup pekerjaan. jenis tenaga 
ahli, dan waktu penyelesalan pekerjaan dapat diuraikan 
dengan pasti dalam KAK. 

(3) Mecode evaluasi Kualiras digunakan u.nru.k pekerjaan 
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan 
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( 1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri aces: 
a. Seleksl; 
b. Pengadaan Langsung; dan 
c. Penunjukan Langsung. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J huruf a 
clilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling 
seclikit di atas Rp I 00.000.000,00(seratu.s juta rupiah). 

(3) Pengadaan l.a.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 I huruI b clilaksanakan untuk Jasa Ronsultansi yang 
bernilai sampai dengan paling ban yak 
Rpt00.000.000,00(sera.tus juta rupiab). 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi 
dalam keadaan tertentu. 

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(saru) Pelaku Osaha yang mampu; 
b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau 
pihak yang telab mendapat izin pemegang hak cipta; 

c. Jasa Konsultansl di bidang hukum meliputi konsuJtan 
huku.m/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak 
direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan 
dan/atau tuntutan bukum clari pihak tertentu, yang 
sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya 
harus segera dan tidak dapat ditunda; atau 

d. Permintaan beru.lang (repeat orde,j untuk Penyeclia 
Jasa Konsultansi yang sama. 

(6) Dalam hal clilaku.kan Penunjukan Langsung untuk 
Penyedia .Jasa Konsultansi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) 
kali, 

b. mempunyai beberapa altematif penggunaan S) stem 
dan desain penerapan teknologi yang berbeda, 

c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis 
berdasarkan ldarifikasi penawaran tekms yang 
d:Jajukan; dan/atau 

d. membutuhkan penyetaraan teknis, 
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(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan 
usaba, dan pemenuban persyaratan sebagai Penyedia, 

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakuallfikasi atau 
praku alifikasi, 

(3) Pascakuali.fikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 
pemilihao sebagai berikut: 
a. Tender Barang/Pekerjaao Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk Peogadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 
b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dhnaksud 
pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 
evaluasl penawaran dengan rnenggunakan metode system 
gugur. 

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan 
sebagal berikut: 
a. Tender Barang/Pekerjaao Konstruksi/Jasa Laiooya 

untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; 
b. Seleksi Jasa Konsultansi Sadan Usaha; atau 
c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi Sadan Usaha/Jasa 
Konsultansl Perorangan/Jasa Lairmya, 

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayai (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran 
dengan menggunakan metode: 
a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaao 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 
b. sistem pembobotan dengan ambaog batas untuk 

Penyedia Jasa Konsultansi. 
(7) Hasil prakualiflkasi menghasilkan: 

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar oendek oeserra Seleksi Jasa Konsulr.a.nsi 

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada 
pemilihan Penyedia Jasa Konsult:ansi melalui Pengadaan 
Laogsung clan Pen.unjukan Langsung meoggunakan 
metode satu file. 

(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada 
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi 
rnenggunakan metode duafi-le. 
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waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan 
dengao pasn dalam KAK atau untuk pekerjaao Penyedia 
Jasa Konsultansi Perorangan. 

(41 Metode evaluasi Pagu Anggarao hanya digunakan untuk 
ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan 
dengao pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh 
melebihi Pagu Anggaran. 

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah haoya digunakan untuk 
pekerjaan staodar atau bersifat rutin yang praktik dan 
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan 
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,,. 

ketentuan sebagai berikut; 
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Perumcla Air 

Minum Tirto Jungporo: 
b. Penggunaan tenaga ahli tfdak boleh melebihi 50% (lima 

puluh persen] dari jumlah Tim Pelaksana; clan 
c. Dalarn ha.I dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan 
dalam Peraturan Bupati. 

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe 11 dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan 

pelaksana Swakelola; clan 
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim 

Pelaksana S\vakelola 
(3) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimaaa 

dimaksud pada ayat (2), nilai pekerjaan yang tercantum 
dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa 
yang diperoleh melalui Penyedia. 
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Bagian Kesa.tu 
Pelaksanaan 

BABVf 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA 

MELALUI SWAKELOLA 

Dokumen Pemilihan terdiri atas: 
a. Dokumen Kualifikasi; dan 
b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ 

Pengadaan Langsung. 
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Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan 
berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan 
clan peserta pemilihan sesuai dengaa kompleksitas 
pekerjaan. 
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(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah cerkualifikasi clalaro Sistem 
lnformasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian 
kualifikasi 

(9J Poltja Pemilihan clilarang menambah persyaratan 
kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objek:tif. 

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa. Lairmya 
yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan tek:nologi 
tinggi, meaggunakan peralatan yang didesain khusus, 
dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana 
cara memenuhi kebutuhan clan tujuan Pengaclaaa 
Barang/Jasa. 

tipe I dilakukan dengan (J) Pelaksanaan Swakelola 



(1) Pelaksa.naan pemilihan melaluiTender/Seleksi meliputi: 
a. Pelaksanaan Kuallfikasi; 
b. Pengurnuman dan/atau Undangan; 
c. Pendaftaran dan Pengambilan .Dokumen Pemilihan: 
d, Pemberian Penjelasan; 
e. Penyampaian Dokumen Penawaran; 
I, Evaluasi Dokumen Penawaran: 
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 
h.Sanggah. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk pelaksa.naan pemilihan Pekerjaan Konstruksi 
ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), untuk Seleksi Jasa. Konsultansi dilakukan klarifikasi 
dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya 
setelah masa sanggah selesai. 

(4) PeJaksanaan pemillhan melalui Tender Cepat dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. peserta telah terkualifikasi daJam Sistem lniormasi 

Kinerja Penyedia; 
b. peserta banya memasukan penawaran barga; 
c. evaluasl penawaran harga dilakukan melalui 

aplikasi;dan 
d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran 

terendah. 
(51 Pelaksanaan &-purchasing wajib dilakukan untuk 

barang/jasa yang menyangkur pemenuhan keburuhan 
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Bagian Kesatu 
Pelaksanaan PemlHbao Penyed.la 

BAB VII 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU1 

PENYEDIA 

(1) Tim Pelaksa.na melaporkan kemajuan pelaksa.naan 
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara 
berkala, 

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola 
kepada PPK dengan Serita Acara Serah Terima. 

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara 
berkala. 

Pasa.149 

Bagian Ketiga 
Pengawasan dan Pertanggungjawaban 

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pembayaran Swakelola 
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(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 
a. setelab pernberian waktu perpanjangan, tidak ada 

peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi.atau 
b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 

(tiga) peserta. 
(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasl: 
b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen 

penawaran setelah ada pemberian waktu 
perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang tutus evaluasi penawaran; 
d. ditemukan kesalahan dalam Dokurnen Pernilihan atau 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini; 
e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN); 
f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; 
g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerja.an 

Kon.stru.ksi/ Ja.sa J .a ion ya di atas HPS; 
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 
i, KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 

(3) Prakualifikasi gaga! sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
dan Tendf'r/Srleksi ga_gal sebagaimana dirnaksud pada 

Bagian Kedua 
TendeT/Seleksi Gagal 

nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh 
menteri,kepala lembaga, atau kepala daerah. 

(61 Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan 
mengundang 1 (sa!u) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan 
disertai negosiasi teknis maupun harga, 

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung clilakukan sebagai 
berilrut: 
a. pembelian/pembayaran Iangsung kepada Penyedia 

unruk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang 
menggunakan bukti pernbelian atau kuitansi; atau 

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi 
serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha 
untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. 

(8) Pemilihan dapar segera dilaksanakan setelah RUP 
diumumkan. 

(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus 
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat 
dilaksanakan setelab: 
a. penetapan Pagu Anggaran Perumda Air Minum Tirto 

Jungporo; 
b. persetujuao RKA Perumda Air Minum 1'irto Jungporo 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana di maksud pad a ayal 
(9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu 
melalui aplikasi SrRUP. 

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode 
penawaran barga secara berulang (&reverse Auction). 
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(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 
a. Penetapan Surat Penunjukan Pe.nyedia 

Barang/ J asa(SPPBJ); 
b. Penandatanganan Kontrak; 
c. Pemberian uang muka; 
d. Pembayaran prestasi pekerjaan; 
e. Perubahan Kontrak; 
f. Penyesuaian harga; 
g. Peoghentian Kontrak atau Berakhirnya.Kontrak; 
h. Pemutusan Kontrak; 
i. Serah Terima Hasil Pekerjaan: dan/atau 
j. Penanganan Keadaan Kahar. 

(21 PPR dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandarangani Koncrak dengan Penyedia, dalam hal 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Kontrak 

aya1 (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 
Pokja Pemilihan. 

(4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana cilmaksud pada ayat 
(2) huruf i dinyatakao oleh PA/KPA. 

(5) Tiodak Ianiut da.ri prakualifikasi gaga.I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Pokja Pemilihan segera 
melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 
a. setelah prakualifikasi u lang jurnlah peserta yang lulus 

2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; 
a tau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 
I (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses 
Penunjulra.n Langsung. 

(6) Tindak laojut dari Tender/Seleksi gaga! sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2), Pokja Pemilihan segera 
melakukan: 
a. evaluasi penawaran ulang: 
b. penyampaian penawaran ulang; atau 
c. Teoder/Seleksi ulang. 

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) buruf a, dJlaku.kan dalam ha! ditemukan 
kesalahan evaluasi penawaran. 

(8) Penyampaian penawaran u.lang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi 
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf d dan 
hurufb. 

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) huruf c, dilakukao untuk Tender /Seleksi gaga! 
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b, huruf c, 
huruf e, huruf f, huruf g, dao huruf i. 

( l OJ Dalam hal Tender /Seleksi ulang sebagaimana d imaksud 
pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan 
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 
kriteria: 
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan 

Tender /Seleksi. 
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(1) Dalam bal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau 
spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen 
Kontrak. PPK bersama Penyedia dapat melakukan 
perubahan kontrak, yang meliputi: 
a. .menambah atau rnengurangi volume yang tercantum 

daJam Kontrak; 
b. menambab dan/atau me:ngurangi jenis kegiatan; 
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/atau 
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Bagian Kellina 
Perubahan Kontrak 

(l) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikao kepada 
Penyedia setelah clikurangi angsuran pengembalian uang 
muka, retensi, dan denda. 

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% 
(lima persen) digunakan sebagal Jaminan Pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Perneliharaan Jasa 
Lainnyayang rnemburuhkan mesa pemeliharaan. 

(3) Dalam ha! Penyedia menyerankan. sebagian pekerjaan 
kepada subkontraktor, pennintaan pembayara.n harus 
d.ilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor 
sesuai dengan realisasl pekerjaannya. 

(41 Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 
bentuk: 
a. pembayaran bulanan; 
b. pembayaran berdasarka.n tahapan penyelesa.ian 

pekerjaan/termin; atau 
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 
(5) Pembayaran dapat dllakukan sebelum prestasi pekerjaan 

untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang karena sifatnya 
dflakukan pembayaran terJebib dahulu sebelum 
barangfjasa diteri:ma, setelah Penyedia menyampaikan 
jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

(6) Pembayaran dapat dilakukan unruk peralaran dan/atau 
baban yang belum terpasang yang menjadi bagian dari 
hasil pekerjaan yang berada di lokasl pekerjaan dan telah 
dicanturnka:o dalam Kontrak. 

(7) Ketentuan mengenal pembayaran sebelum prestasi 
pekerjaan sebagaimana climaksud pada ayat (5) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Keempat 
Pembayaran Prestaai Pekerjaan 

belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 
tersedia angga.ran belanja yang dapat mengakibatkan 
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk 
kegiatan yang cliblayai RKAP. 
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31 

(1) Setelah pekerjaaa selesai l 00"/o [seratus persen) sesual 
dengan ketenruan yang termuar dalarn Kontrak, Penyedia 
meogajukan permintaan secara tertulis kepad.a PPK 
untuk serab terirna barang/jasa. 

(2) PPK roelakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang 
diserahkan. 

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Serita Acara Serah 
Terima, 
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Bagian Kedelapan 
Serah Terima Hasil Pekerjaan 

(1) Dalam hal Penyedia gaga] menyelesaikan pekerjaan 
sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun 
PPKmenilai bahwa Peoyedia mampu menyelesaikan 
pekerjaan, PPK memberikan kesernpatan Penyedia untuk 
rnenyelesaikan pekerjaan, 

(2) Pemberian kesempatan kepad.a Penyedia unruk 
m.enyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), dimuat dalam adendum kontrak yang 
clidalamoya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, 
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, 
dan perpanjangan Ja.minan Pelaksanaan. 

(3) Pernberian kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran, 
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Bagfan Ketujuh 
Penyelesaian Kontrak 

(l) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pe!aksanaan Kontrak 
dapat dihentikan, 

(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan. para pihak 
dapat melakukan perubaban kontrak. 

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak 
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun 
Anggaran. 

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diarur 
dalam Kontrak. 

Bagian Keenam 
Keadaan Kabar 

d. menguba.h jadwal pelaksanean 
(2) Da1am hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (lJ mengakibatkao penambahan nilai kontrak, 
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan 
penambaban nilai kontrak akhir tidak melebihi !Oo/o 
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 
Kontrak awal. 
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(1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta 
yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkar 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot 
Manfaat Perusahaan [BMP) paling rendab 40% [empat 
pulub persen]. 

(2) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(31 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dicantumkan dalam RlJP, spesifikasi teknis/KAK. dan 
Dokumen Pemilihan. 

(4) Pengadaan barang fmpor dapar dilakukan, dalaro hal: 
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Baglan Kedua 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

(l) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 
(2) Dalam Peogadaan Barang/Jasa. PA/KPA memperluas 

peran serta usaha kecil, 
(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak­ 

banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa rnengabaikan 
prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan 
sistem, dan kualitas kemampuan teknis, 

(4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstnlksi/Jasa L.ainnya paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua roiJiar Lima ratus juta rupiah], 
dicadangkan dan perunrukannya bagi usaha kecil, 
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 
kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha 
kecil. 

(5) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan 
dapat melakukan kerja sama usaba dengan usaha kecil 
dalam benruk kem:itraan, subkontrak, atau bentuk 
kerjasama lainnya, jika ada usaha kecU yang roemiliki 
kemampuan di bidang yang bersangku tan. 
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Bagian Kesatu 
Peran Serta Usaha Kecll 

BAB VIII 
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, 

DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 

(lj PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 kepada PA/KPA. 

{2) PA/KPA meminta PjPHP/PPI-IP untuk melaku.kan 
perneriksaan administratif terhadap barang/jasa yang 
akan diserahterirnakan. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Serita Acara. 

Pasa158 



(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan 
rnemanfaatkan &marketplace. 

PaaaJ 63 

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara 
elektronik menggunakan sistem informasJ yang terdirl atas 
Sistem Pengadaan Secara Ele.ktronik (SPSE) dan sistern 
pendukung. 
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Bagian Kesatu 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronlk 

BAB IX 
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 

(IJ Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dsiaro 
negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga 
yang dapat diterima, 

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang bemilal paling sedikit di atas 
Rpl .000.000.000,00 (satu rniliar rupiah). 

(3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang 
memiliki TKDN paling rendah. 25°/o (dua puluh Lima 
persen). 

(4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25°/c, 
(dua puluh lima persen). 

(5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang 
dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5o/o 
(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran 
terendah dari badan usaha asing. 

(6) Preferensi harga diperbitungkan dalam evaluasi harga 
penawaran yang telab memenuhi persyaratan 
adminlstrasi dan teknis. 

(7) Penetapan pemenang berdasar:kan urutan harga terendah 
Hasil EvaJuasi Akhir (HEA). 

(8) HEA dihitung dengan rumus REA = (l - KP) x HP 
dengan:KP = TKDN x preferensi tertinggi KP adalab 
Koefisien Preferensi HP adalab Harga Penawaran seteiab 
koreksi arltmatik. 

(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan 
HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN 
lebihbesar ditetapkan sebagai pemenang. 

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam 
negeri: atau 

b. volume produksi dalsm negeri tidak msmpu memenuht 
kebutuhan. 

(5) LKPP dan/atau Perumda Air Minum Tirto Jungporo 
memperbanyak pencantuman produk dalarn negeri dalam 
katalog elelctronik. 
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(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik 
nasional, karalog elekt:ronik sektoral, dan catalog elektronik 
lokal. 

(2) Kata.log elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l)memuat Informasi berupa daftar, jenls, spesi.fikasi 
teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk 
industry hijau, negara asal, harga, Penyeclia, dan inforrnasi 
lainnya terkait, barang/jasa. 

(3) Pemilihao produk yang dicantumkan dalam catalog 
elektronik dilaksanakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. 

(41 Pemilihan produk katalog elektronik dllakukan dengan 
metode: 
a. Tender; atau 
b. Negosiasi. 
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(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas: 
a. Perencaoaan Pengadaan; 
b. Persiapan Pengadaan; 
c. Pemilihan Penyedia; 
d. Pelaksanaan Kontrak; 
e. Serah Terima Pekerjaan; 
[ Pengelolaan Penyedia; dao 
g. Katalog Elektronik, 

(2) SPSE sebagaimana climaksud pada ayat (1) memiHk:i 
interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, 
penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dao system 
informasi lain yang terkait dengan SPSE. 

(3) Sistem pendukung SPSE meliputi: 
a. Portal Pengadaan Nasional: 
b. Pengelolaan Surnber Daya Maousia Pengadaan 

Barang/Jasa; 
c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan 

hukum; 
d. Pengelolaan peran serta masyarakat; 
e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran: dan 
r. Monitoring dao Evaluasi. 

(2)£.marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan 
infrastru.ktur reknis dan layanan dukungan traosaksi bagi 
Perumda Air Minum Tum Jungporo berupa: 
a. Katalog £1ektrooik; 
b Toko Daring, dao 
c. Pernilihan Penyedia. 
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(I) Perbuatan atau tindakan peserta pc.milihan yangdlkenakan 
sanksi dalam proses katalog berupa: 
a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak 

benar u ntuk memenubi persyaratan yang ditentukan 
dalam Dokumen Pemilihan; 

b. termdikasi melakukan persekongkolan dengan peserta 
lain untuk mengatur harga penawaran; 

c. terindikasi rnelakukan KKN dalam pemillhan Penyedia: 
d. mengundurkan diri dengan alasan yang tida.k dapat 

diterima Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan; a tau 
e. mengu.ndurkan diri atau tidak menandatangani kontrak 

katalog. 
(21 Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi 

dalam proses E-ptcTChasing berupa tidak memenuhi 
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Bagian Kedua 
Sanksi 

(1) Perumda wajib melakukan pengawasan Pengadaao 
Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada 
Perumda Air Minum Tirto Jungporo. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui kegiatan audit, revieu, pemantauan, 
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing 
system. 

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) sejak perencanaan, persiapan, 
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah 
terirna pekerjaan. 

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Baraog/Jasa 
meliputi: 
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 
b. kepatuhan terhadap peraluran; 
c. pencapaian TKDN: 
d. penggunaan produk dalam. negeri; 
e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; 

dan 
f. Pengadaan Berkelanjutan. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dilakukan bersama dengan Dinas reknis terkair dan/atau 
lembaga yang roempunyai tugas rnenyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan 
negara/daerab dan pembangunan nasional. 

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alal pengendalian 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Bagian Kesatu 
Pengawasan Internal 

BABX 
PENGAWASAN, SANKSI, 

DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK 
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(1) Penyelesaiaa sengketa kontrak antara PPK dan Penyedla 
dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui 
layanan penyelesaian sengketa kontrak. arbitrase, atau 
penyelesaian melalui peogadilan. 

(2) J..KPP menyeleoggarakan layanan penyelesaian sengketa 
kontta.k sebagaimana dimaksud pada ayai (1) 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Kontrak 

(1) Sanksi admiaistratif dikenakan kepada 
PA/KPA/PPK/Pejabat Peagadaan/Pokja PemiJiban/ PjPHP/ 
PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi 
kewajibannya. 

(2) Pemberian sanksi admiaistratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawalan/pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat 
dikenakan kepada PA/KPA/PPK/PejabatPengadaan/ Polqa 
Pemilihan/F'.fPHP/PPHP yang terbukti .melanggar pakta 
integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
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kewajiban dalam kontrak pada katalog elekrronik atau 
surat. pesanan. 

(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) dilcenakan: 
a. sanksi digugurkan dalam pemillhan; 
b. Sanksi Daftar Hitam; 
c. sanksi penghentian sementara dalam sistern transaksi 

&purchasing; dan/atau 
d. sanksi penurunan peacantuman Penyedia dari catalog 

elektronik, 
(4) Pelaaggaraa ates ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan 
sanksi digugurkan dalam pemilihan daa Sanksi Daftar 
Hi tam selama 2 (dua) tahun: 

b. ayat (1) huruf d clan buruf e dikenakan Sanksi Daftar 
Hitam selama 1 [satu] tahun; 

c. ayat (2) ates pelanggaran surat pesanan dikenakan 
sanksi pengbentian sementara dalam sistem transaksiz­ 
purchasing selama 6 (enam) bulan; aiau 

d. ayat (2) at.as pelanggaran kontrak pada catalog 
elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman 
Penyedia dari katalog elektronik selama I (satu) tahun, 

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Perumda Air Minurn Tirto Jungporo atas 
usulan Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ 
AgenPengadaan dan/arau PPR. 
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Diundang.kan di Jepara 
pada tanggal 29 Apr-il 2019 

~ senap a:anz tnenge"mhuinya. memermtahkan 
pe!l8Ulldangan Pt-::an...-a.:: Bupan mi dengan penempatannya 
dalam Berita D.e"'ah ~pa:en Jepa-ra 

Peratu.-an Bupau m: =m beri:d"ll pada tanggal diundangkan. 
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Ditetapkan dJ Jepara 
pada tanggal 29 April 2019 


